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Lampiran ;-

Hal : Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kepada Yth.

Ketua KPPS Se-Kota Singkawang

di-

Tempat.

A. Dasar Hukum:

1.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 16 tahun 2020 tentang pengawasan
pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati, serta wali kota dan wakil wali kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota
Dan Wakil WaliKota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
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B. Sosialisasi

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Pasal 1
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah
kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat
pemungutan suara.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

Pasal 98

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

(10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling
sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan
calon.

(11) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak
bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berita acara dan
sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS
dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatangani.

(12) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil
penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta
menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat
pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 99
PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (11) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan
tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Pasal 5
(1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

a. penyiapan TPS;

b. pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan,

dan daftar Pasangan Calon di TPS; dan



c. penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan kepada Saksi
yang hadir dan Pengawas TPS.

Pasal 10
(1) Ketua dan anggota KPPS memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan
melaksanakan kegiatan:
a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
b. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing-masing jenis
Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
c. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah
disediakan; dan
d. menerima surat mandat dari Saksi.
(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi, panitia
pengawas, pemantau Pemilihan terdaftar, dan masyarakat.

Pasal 39

(1) Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS wajib
menandatangani formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C.HASIL-
KWKBUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK-WALIKOTA serta ditandatangani oleh Saksi
yang hadir dan bersedia menandatangani.

(2) Dalam hal terdapat Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus
dengan mencantumkan alasan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSIKWK.

Pasal 40
(1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS,
pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan
suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:

a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR,;

b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK- WALIKOTA;

c. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR
PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH
TAMBAHANKWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau

d. salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.

Pasal 41
(6) KPPS menggandakan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menggunakan alat pengganda dokumen yang disediakan di TPS.
(9) KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) kepada setiap Saksi, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang
sama.



C.

D.

Sanksi Pidana

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
menjadi Undang-Undang;

Pasal 193
(3) Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU

Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan
perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara
perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60
(enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(5) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1(satu) eksemplar berita
acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara
pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil
Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling
sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah).

Imbauan

Sehubungan dengan akan dimulainya proses pemungutan dan penghitungan suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Walikota dan Wakil
Walikota Singkawang Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Singkawang mengimbau kepada
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kota Singkawang untuk wajib
memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara
kepada saksi pasangan calon dan PKD atau Pengawas TPS. dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban agar mengikuti dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku pada hari
Pemungutan Suara agar terhindar dari sanksi Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dalam
ketentuan tersebut diatas guna meminimalisir adanya potensi-potensi Pelanggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima
kasih.

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
- Arsip.



